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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMORK 24TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PENGELOJ.AAN KEUANGAN KABUPATEN

Menimbang : a.

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk merindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Noraor 5,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 251),
perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan’ Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1299 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006  tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Inconesia
Tahun 2006 Nomor €2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahain Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); \
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuni. [rdooesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan anbaran Negala
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 95 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Aceh;

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lemnbaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inii yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;

Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil;

Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda cdalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Singkil,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil;

Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil;

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil;

Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil;

UPTB adalah UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil;

Sub Bagian adalalh Sub Bagian pada Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten AcehSingkil;

Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengeloiaan
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Aceh Singkil.
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Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten.

(1)

(2)

(2)

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kzaudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan
Keuangan,;

Badan Pengelolaar Keuangan Kabupaten dipimpin oleh
seorang Kepala 3Badan yang berada dibawah dari
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,;
Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kevala Badan;

Sub Bagian dipimpir oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah danr bertanggung jawab kepada Sekretaris;
Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Pengelclaan Keuangan
Kabupaten, terdiri dari:

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Pendapatan;

Bidang Anggaran;

Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;
Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
Bidang Perbendzharaan;

UPTB; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

MORMO A0 o

Sekretariat sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



(3)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;

b. Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan;

c. Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan dan
Keberatan.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf d, terdiri dari:

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;

c. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran.

Bidang Kekayaan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;

b. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan;

¢. Sub Bidang Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf, terdiri dari:

a. Sub Bidang Akuntansi;

b. Sub Bidang Perhitungan Keuangan;

¢. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf, terdiri dari:

a. Sub Bidang Belanja Langsung;

b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

c. Sub Bidang Penatausahaan Kas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Pengelolaan Keuangan,;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;



(1)

b. mengesahkan dokunen pelaksanaaii anggara.,

melakukan pengendalian pelaksanaan APRK;

menyusun petunjuk  teknis pelal\oanaan sistem

penerimaan dan pengeluarar Iras daerain:

e. melaksanakan peiiuugulan pajak wan retribusi daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBK oleh Bank dan Lembaga Keuangan lainnya vang

ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBK;

h. menyimpan can mengendalikan uang dan kekayaan
daerah;

1. melaksanakan penempatan uang dan kekayaan daerah,
mengelola dan meratausahakan investasi;

j. melakukan pembtayaran berdasarkan permintaan Pejabat
Pengguna Anggeran atas beban rekening Kas Umum
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan pembayaran utang dan menagih piutang
daerah;

l. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

m. menyajikan informasi keuangan daerah;

mempersiapken kebijakan dan pedoman pengelolaan

serta penghapusan barang milik daerah; dan

o. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

oo
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Paragraf 2
Kepala Badan

v

Pasal 6

Kepala Badan 1nempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
Pengelolaan Keuangan;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana airnaksud

pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, Jangka menengah
dan jangka panjang;

c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis
pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan
daerah;

d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Qanun;

€. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Dacrali;

f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;

g pemantauan, cvaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah;
h. penyusunan anggaren dan pendapatan ke bupaten;
1. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik d erah;



(1)

(3)

j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang

milik daerah;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau
lembaga terkait lainnya di bidang pengelelaan keuangan:
pembinaan unit peluksana teknis badan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya

p—
.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembatu Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten di bidang pelayanan administrasi,
umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan
program, data, informasi, kehumasan, pemantauain dai
pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di
bidang Pengelolaan Keuangan;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah

tanggaan, kerja saira, hubungan masyarakat, arsip, dan

dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana;

pengelolaan Sistein Informasi Keuangan Daerah;

e. koordinasi dar penyusunan peraturan perundang-
undangan;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinye.

oo

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi miempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,
program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan
kapasitas informasi pengelolaan keuangan kabupaten
khususnya terkait dengan aspek informasi anggaran,
penyajian data dzn Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD) diseluruh SKPK.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi,
perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan
keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan
Prognosis Realisasi Keuangan, Laporan Semesteran, Laporan
Keuangan Akhir Tahun, dan Pengawasan dalam Pengelolaan
Keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten.
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(3)

(2)

(3)

Sub Bagian Uraum dan Kepegaweaic:: :i.otipsiyal tugas
melakukan penyusunan rencana kegiatan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis dibidang pengelolaan administrasi i,
urusan kerumahtanggan, perlengkapan/peralatan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan
administrasi kepegawaian.

Paragraf 4
Bidang Pendapatan

Pasal 9

Bidang Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis di
bidang Pendatean dan Penetapan, Penagihan dan
Penatausahaan, Pengembangan, Pertimbangan dan
Keberatan.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan perierimaan dari sektor pendapatan asli daerah,
dana perimbangan maupun pendapatan daerah lain-lain
yang sah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur
penagihan dan keberatan;

b. pelaksanaan penagihar pajak daerah dan retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan
penghapusan tunggakan;

c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan  dan
pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/
penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi
dan permohonan banding;

d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan,
dan ‘

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas
mengadakan penelitian lapangan, melakukan penelitian
lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah
lainnya, melakukan penelitian lapangan atas permohonan
mutasi PBB P-2, memproses kadaluarsa penagihan dan
penghapusan tunggakan, serta melaksanakan penghitungan
Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).
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(2)

(3)

Sub Bidang Penagihan dan Penatausanaan mempunyai
tugas menyiapkan, dan mendistribusikan surat menyurat
dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan,
membuat Laporan Realisasi Pendapatan serta melakukan
penagihan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan
daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh
tempo dan membuat Penyisihan Piutang daerah.

Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan
mempunyai tugas memproses pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau
pengurangan sanks! administrasi, memproses permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya serta mengkoordinir
dan evaluasi program pengembalian sumbter-sumber
pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah.

Paragraf 5
Bidang Anggaran

Pasal 11

Bidang Anggaran mierupakan unsur pelaksana teknis di
bidang Penyusunan Anggaran, Pengendalian Anggaran,
Analisa dan Evaluasi Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan perencanaan dan melakukan Penyusunan
Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Fendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta
Qanun dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK)dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja (P-APBK) sctiap tahunnya,
melaksanakan pengendalian anggaran dan pembiayaan
anggaran belanja daerah, menganalisis serta mengevaluasi
anggaran belanja yang disusun dalam  dokumen
pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan rencana kerja dan program kerja kegiatan di
bidang anggaran sesuai dengan peraturen yang berlaku
sehubungan dengan pengelolaan keuangan;

b. Memfasilitasi proses penyiapan sampai dengan
pengesahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK/SKPKD) dan dokumen
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja  Perangkat
Kabupaten (DPA-SKPK/SKPKD);

c. Memiasilitasi proses penyiapan sampai dengan
pengesahan rericana kerja dan anggaran perubahan
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKAP-SKPK/SKPKD)
dan dokumen pclaksanaan perubahan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK/SKPKD);



(1)

(2)

d. Menyiapkan penyusunan pedoman umum penyusunan
rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksaana
anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA/DPA-
SKPK/SKPKD) dan pedoman umum penyusunan
rencana kerja dan anggaran perubahan, dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran (RKA-P/DPPA-
SKPK/SKPKD) sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten (APBK) setiap tahunnya;

e. Melaksanakan pengembangan dan implementasi sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) melalui
data base, software aplikasi untuk keseragaman dan
koordinasi penyusunan anggaran;

f. Melakukan pengendalian anggaran berdasarkan DPA
maupun DPPA SKPK sebagai pedoman pelaksanaan
anggaran,;

g Menganalisis dan mengawasi kegiatan pemeriksaan,
penelitian terhadap anggaran untuk menghindari adanya
penyimpangan,;

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga
terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam
rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;

i. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara
berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan
mencari alternatif pemecahannya;

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 12

Sub bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas
melakukan Penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dalam konteks
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (R-APBK), APBK dan Perubahan APBK.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas
melakukan pengendalian dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK),
APBK dan Perubahan APBK serta melakukan pengendalian
anggaran berdasarkan DPA dan DPPA sebagai pedoman
pelaksanaan anggaran.

Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran mempunyai
tugas melakukan kegiatan analisis dan evaluasi data dasar
perhitungan APBK sesuai ketentuan dalam rangka
mempersiapkan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaien (APBK) dan Perubahan
APBK.



(1)

(2)
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Paragraf 6
Bidang Kekayaan dan Aset Daerah

Pasal 13

Bidang Kekayaan dan Aset Daerah merupakan unsur
pelaksana teknis dit bidang Analisa kebutuhan dan
Pengadaaan, Penilaian dan Pemanfaaten, Pemeriksaan,
Evaluasi dan Pelaporan bidang kekayaan dan aset daerah.

Bidang Kekayaan dan Aset Daerah inempunyai tugas
melakukan Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran,
Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan
Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan,
Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan Pengawasan dan
Pengendalian, dan Per.gelolaan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Kekayaan dan Aset Daerah mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran
dan Pengendalian:barang milik daerah.

b. Penyelenggaraan penatausahaan dan penggunaan

barang milik daerah.

Penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaai

barang.

d. Penyelenggaraaii pemanfaataan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah.

.O

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian berang milik
daerah.

f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit pengguna barang;
dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Pengadaaan mempunyai
tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang,
rencana kebutuhan pemeliharaan barang dan standar,
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Persediaan.

Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan mempunyai tugas
menyimpan barang inventaris berupa tuku Kepemilikan
Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Tanah, melakukan

tidak mempunyai nilai ekonomis untuk diusulkan
penghapusan, melakukan penatausahaan sewa menyewa,
pinjam pakai, BG5S dan BSG, serta pemindahtarganan
seperti penjualan tukar-menukar, hibah dan penyertaan
modal, melakukan pelaksanaan penjualan barang inventaris
daerah dan mengusulkan penetapan status pengguna
barang milik pemerintah daerah.
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Sub Bidang Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas menyusun laporan bareng milik daerah,
laporan mutasi barang semesteran dan tahunan, dan neraca
pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap Barang
Milik Daerah serta melakukan penarikar terhadap Barang
Milik Daerah yang nienjadi wewenangnya

Paragraf 7
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 15
Bidang Akuntansi dan Pelapcran unsur pelaksana teknis

dibidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah,
Perhitungan Keuangan, Pembukuan, serta pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggaran program
dan/atau kegiatan Akuntansi dan Pelaporan, Pendapatan
dan Belanja Deerah serta melakukan Penataan Sistem
Akuntansi Pemerintahan dalam rangka Penyusunan
Laporan Keuangan sebagai dokumen Pertanggungjawaban
Pelaksana APBK, dan melakukan penyusunan regulasi
pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi;

a. Pembinaan dan Pengendalian Teknis tesrhadap
Penyusunan Program Kerja dibidang Akuntansi dan
Pelaporan;

b. Pengendalian dan Pengkoordinasian Teknis terhadap
Pelaksana Sistem Akuntansi Pendapatan Belanja dan
Pembiayaan dalam Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran dan Laporan Arus Kas serta Pengkoordinasian
terhadap Sistem Akuntansi Asset, Kewajiban dan
Ekuitas Dana dalam Penyusunan Neraca pada Laporan
Keuangan;

c. Pembinaan dan Pengendalian Teknis terhadap
pelaksanaan Perateusahaan Pembukuan Anggaran serta
Perhitungan Arnggaran Pendapatan dan BRelanja serta
Pembiayaan;

d. Pembinaan, Pengendalian dan Pengkoordinasian Teknis
terhadap Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran SKPK
dan Konsolidasi Asset SKPK;

e. Pembinaan dan Pengendalian teknis Pernmusan
Kebijakan Akuntansi Pendapatan Belanja, Pembiayaan
dan Asset;

f. Pengendalian dan Mengkoordinasikan Teknis terhadap
Penyusunan Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK serta Pelaksanaan Rekonsiliasi terhadap
Pertanggungjewaban Anggaran, Belanja, Pendapatan dan
Asset;

g. Melakukan Koordinasi terhadap Implementasi Sistem
Informasi Pengelcly Keuangan Daerah melalui Aplikasi
untuk Penyesuaian Data Base dalam
Pertanggungjawaban SKPK;
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h. Melakukan Monitoring dan BEvahiasi secars berka]
untuk menget iahui kendala du:. Leonbai terhadap

Penyusunan Laporan Pertanggung]awaban ReahsaSJ
Belanja SKPK;

i. Melakukan penyusunan regulasi pengelolacn keuangan
daerah sesuai dengan kebutuhan dan Laporan
Pertanggungiawaban Realisasi Belanja SKPK;

j. Pelaksanaan Tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan
Penyusunan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
dan menghimpun data serta mengkonsilidasikan atas
Laporan SKPK seperti LRA, NERACA, LO, LPE beserta LAK
yang disampaikan dalam penyajian pembuatan Laporan
Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Melakukan
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang
berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

Sub Bidang Perhitungan Keuangan mempunyai tugas
melakukan Penyusunan Laporan Anggaran dan Eelanja
serta Laporan Fiskal yang dilanjutkan ke Provinsi dan
Pemerintah Pusat setiap Triwulan dan Semesteran sesuai
dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi
Pemerintah yang meliputi Anggaran, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Daerah serta melakukan Rekonsiliasi
terhadap Realisasi Belanja pada SKPK Kabupaten dan
Melakukan Penyusunan Prognosis APBK 6 Bulan kedepan.

Sub Bidang Pembuxuan dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan Pengumpulan, Pencatatan dan Penyesuaian Data
pada Sistem Aplikasi atas Laporan Keuangan Anggaran dan
Realiasasi Belanja pada SKPK selanjutnya melakukan
koordinasi dan pembinaan serta pendampingar kepada
Bendaraha SKPK dalam Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Realiasi Belanja kemuadian melukukan
rekapitulasi penerimaan setiap triwulan sebagai bahan
dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
menerima dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Fungsional dari bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan SKPK.

Paragraf 8

Bidang Perbendaharaan

Pasal 17

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana teknis
di bidang Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan
Penatausahaan Kas.



Y

(2)

Bidang Perbendaharaan mempu: N “qu ukan

pengelolaan dan Penatausehaan . .. .. oo daerah,

pendataan gaji .PINS;, menguji dan meneliti kebenaran
penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan
pengeluaran satuan pemegang kas, pembinaan satuan
pemegang kas dan menerbitkan SP2D Kegiatan Belanja
Langsung, Belania Tidak Langsung dan Penatusahaan Kas,
melakukan  Penatausahaan terhadap Belanja Tidak
Langsung, Belanja Langsung Pengeluaran Pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebiiakan teknis di bidang nenerimaan dan
pengeluaran kas;

b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan
dan pengelueran daerah yang berupa kas dan yang

setara kas;
c. Pelaksanaan dan pen g”‘ har penerimaaii,
penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas

umum daerah;

d. Pengelolaan utarg dan piutang daerah;

e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan
administrasi keuangan yang Dbeikaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran kas; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas
pemeriksaan, Pengoreksian SP2D belanja langsung, realisasi
dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Belanja
Langsung.

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas
pemeriksaan, Perigoreksian SP2D belanja tidak langsung,
melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji,
pengadministrasiar. pemungutan dan pemotongan PFK,
realisasi dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan
SP2D Belanja Tidak Lar.gsung.

Sub Bidang Peratausahaan Kas mempunyal tugas
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank yang telah ditunjuk, menyelenggarakan buku kas
umum bendahara umum daerah dan buku pembantu yang
diperlukan, melakukan  verifikasi penerimaan dan
pengeluaran kas SKPD, menyusun dan menyediakan
laporan aliran kas, rekonsiliasi penerimaan secara periodik.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemeriniah Kabupaten sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompck sesual
dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipimpin oleh scorang tenaga fungsicnal senior yang
ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungs.iona.l sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur sesuai dengan perartran perundang-
undangan yang beriaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 21
(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UFPTD,
Kepala Sub Bagiar. dan Kepala Sub Bidang diangkat dan
diberkentikan oleh Bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan
diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari
Bupati.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Ferundang-undangan.

Pasal 23

Eselon Jabatan pada 13adan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama
dengan eselonering II.b;

b. Sekretaris merupaken jabatan administrator dengan
eselonering IIl.a;

c. Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan
eselonering II1.b; dan

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan
jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
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BARB VI
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Sckretaris, Kepala
Bidang, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub
Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Radan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten wajib melaksaaakan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnva
karena berhalangan, maka Kepala Badar dapat menunjuk

Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili
Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris, tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan., maka Kepala Badan menunjuk salah
seorang Kepala Sub Begian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang, tidak dapat menjalankan
tugasnya karena berhalangan, maka Kepa'a Badan

menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili
Kepala Bidang. .

Pasal 26
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hesil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten dapat mendeclegasikan kewenangan tertentu kepada
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

~ BABVII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dibebankan kepada

Anggaran Pendapata: dan Belanja Kabupaten (APBK) serta
sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bapati ini berlaku, maka Peraturah Bupati
Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan
Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan
dinyatakan tidak berlalkn lagi.

Pasal 30
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

] a@a g ath\gﬁ Desember 2016 M
-?ﬁ\i\gabiul Awal 1438 H

ZN\&CEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil D IN 2
23 Desember 2016 M

39 Rabiul Awal 1438 1
RIS DAERAH

SINGKIL, &,

I
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